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L PllkaoRia o
Anggaran Panwaslu
Rp 4,7 Miliar

Tabanan (Bali Post) -
Pemkab Tabanan men-
galokasikan Rp 4,7 miliar

Hal itu diungkapkan,
Ketua Bawaslu Provinsi
Bali I Ketut Rudia, Senin
(16/3) lalu. Ia mengatakan
pihaknya mengajukan Rp
5,2 miliar untuk Panwaslu,
namun hanya diloloskan Rp
4,7 miliar. "

“Selain tempat, kami juga

 difasilitasi kantor,” ujarnya.

121 aturan keanggotaan

sebelum tahapan pilkada
dimulai. Sesuai rencana‘
tahapan pilkada akan digu-
lirkan Mei 2015. :
Dalam melakukan pen-
gawasan, Rudia berharap

dibantu Satpol PP Tabanan

dalam menindaklanjuti
eksekusi atas pelanggaran-

pelanggaran pilkada yang %
terjadi selama berlangsung-

nya tahapan kampanye.

“Kewenangan Panwaslu

sebatas memberikan reko-
mendasi. Kami berharap
didukung Satpol PP da-
lam melakukan eksekusi,”

- Eka Wiryastuti.
utuk Panwaslu Tabanan.

Panw: Kabupaten paling pilkada, kami sangat berke-

lambat dilantik satu bulan

~waslu dan Pemkab Tabanan
- sudah berjalan dengan baik. -

~memungkiri dalam setiap

ujarnya, setelah audinesi
dengan Bupati Tabanan

Bupati Tabanan ber-
harap pelaksanaan pilka
nantinya berjalan aman dan
lancar. Untuk mewujudkan
tentunya diperlukan koor-
dinasi dari semua pihak
terutama dalam penegakan
aturan selama pilkada ber-
langsung. e

“Selain karena kewa-
jiban kepala daerah untuk
menyukseskan pelaksanaan

pentingan agar pelaksan-
aannya benar-benar aman
dan demokratis. Tidak ada
gesekan dan masyarakat
bisa memilih tanpa ada
intervensi dan intimidasi,”
ujar Eka.

Menurut Eka, dalam set-
iap pelaksanaan pemilihan,
koordinasi dan komunikasi
yang dibangun antara Pan-

Namun, pihaknya tidak

momen pemilihan selalu
saja ada masalah yang -

Raby 8 Maret 2ol

i3

muncul. (kmb24).
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Denpasar (Bah Post) -
Mengantisipasi potensi

' gangguan dan ancaman
keamanan saat perayaan
hari raya Nyepi, sejumlah

“anggota DPRD Bali mend-

esak aparat keamanan lebih
waspada dan memperketat
pengamanan di sejumlah ti-
tik khususnya pintu masuk
Bali dan kawasan pariwisa-

ta. Bahkan, Ketua Komisi
I DPRD Bah Ketut Tama

Tenaya mendesak pihak

- Polda Bali mengoptimalkan

penggunaaa alat penga-
man canggh X-ray guna
amankan pintu-pintu
masuk Bali dan sejumlah
objek vital. :
‘Keamamn menjelang dan

saat Nyep1 bahkan pasca-
- Nyepi harus tetap terjaga.

Kami minta X-ray dioptimal-
kan agar psngamanan lebih
maksimal. Jangan sampau X-

ray dibiarkan nganggur,” kata
Tama Temeya ditemui Selasa

4(17/3) kemann usal dxskum

*”X-ray” Dloptlmalka‘

Nyeplyangdlg ets
Dewan (Sekwan) DPRD ali.
Politisi PDI Perjuangan
asal Nusa Dua itu menam-
bahkan, potensi gangg :
keamanan dan bentrok sa
Pangerupukan atau peng
rakan ogoh-ogoh juga meésti
diantisipasi dan dimini-
malisasi. Sebab, kegiatan

_ yang menghad1rkan banyak

massa tersebut rawan ben-
trokan dan gesekan hg i-

zontal. Dalam hal ini, desa

pakraman dengan pecalang
dan tokoh masyarakat se-
tempatnya bisa beradal di
garda terdepan memastikan

' keamanan dan ketertiban
 saat pengarakan ogoh -ogoh

ini. “Kami harapkan j Jaga ra

‘Polda Bali hingga jajaran

terbawah bekerja sama den-
gan pecalang yang menjadi
ujung tombak di lapangan
mampu mengantisipai p
tensi bentrok saat Pangeru-
pukan, tegasnya (wnd)

Laby, I8 Maret 2als
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- Guru Pengabdi Turun |

Bangli (Bali Post) - e 3 ]

Naiknya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

- di tahun anggaran 2015 ini membuat sekolah bernapas
" lega. Pasalnya, kenaikan dana BOS ini dirasa mampu
menunjang peningkatan kualitas pendidikan, khusus- |-
nya di sekolah menengah pertama: Di sisi lain, kenai-

- kan dana BOS ini tidak begitu berdampak pada guru
pengabdi lantaran persentase alokasi honor menﬁxun
dari tahun sebelumnya. =~~~ - A
Kepala SMPN 1 Bangli Drs. I Wayan Widiana Sandhi,

' M.Pd,, Selasa (17/3) kemarin mengatakan, dana BOS ta-
hiin anggaran ini mengalami peningkatan. Sebelumnya,
Rp 710 ribu per siswa, namun kini sudah menjadi Rp 1 juta
per siswa. “Kami sangat bersyukur dana BOS bisa naik,” | -
ujarnya. Dikatakan lebih lanjut, dana BOS'ini digunakan

~ untuk membiayai komponen kegiatan sekolah.

Saat ini, SMPN 1 Bangli masih kekurangan buku
untuk perpustakaan. Dana BOS ini salah satunya
digunakan untuk pengembangan perpustakaan,
pembelian buku teks pelajaran. Selain itu, dana BOS
digunakan untuk pembiayaan kegiatan dalam rangka

* penerimaan peserta didik baru, ménunjang kegiatan
pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik dan
lain sebagainya, 1 ‘

Kenaikan dana BO

_ S yang diterima sekolah ini
sepertinya tidak akan terlalu dirasakanibagi guru

- pengabdi yang sumber gajinya dari dana BOS. Pasal-
- nya, persentase untuk alokasi embayaran gaji guru |

pengabdi di sekolah negeri turui. Tahun 2014, batas
.‘A‘:_\-‘glaksimum.umﬂj!',‘ﬂ%i" ?ut ru pé]r‘ig‘@bdi adalah 20

'persen dari total dana BOS, sedangkan tahun ini men-
jadi 15 persen. “Dana BOS naik, tapipersentase untuk
guru pengabdi menurun,” katanya. ikmb45). :

P laba, 8 pMatet  zas
|0
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. Dugaan Korupsi BBM 5
Mantan Kadisperindag
Minta Bebas

Denpasar (Bali Post) - .
Setelah dituntut hukuman penjara selama setahun enam
jeli im tipikor yang diketuai Cening Budiana -

Ayu Ardini, M.Si. untuk mel j
pledoinya, Senin (16/3), terdakwa yang didampingi kuasa
hukumnya, Achmad Wahyudi, Ketut Madra dan Wayan
Sumardika, pada pokoknya mohon supaya dibebaskan dari
segala tuntutan. Alasannya, unsur-unsur yang dituntutkan
jaksa tidak terpenuhi. et L Wi BE
“Begitu juga soal uraian soal unsur yang dapat merugi-
n keuangan negara atau perekonomian negara tidak
terpenuhi,” s Madra bersama Sumardika. Karena
unsur pasal-pasal dalam dakwaan jaksa tidak terpenuhi,
maka tim kuasa hukum terdakwa meminta supaya Ni Made
Ayu Ardini dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan
‘tindak pidana korupsi baik dalam dakwaan primer maupun
subsider. “Membeba ; ari segala dakwaan
jaksa. Memulihkan hak terdakwa, dalam kemampuan,
kedudukan, harkat dan martabat,” katanya. i
Sebelumnya, mantan Kepala Dinag Perindustrian dan
Perdagangan‘(Kadisperindag) Jembrana itu dinyatakan
bersalah oleh JPU. JPU Darmawan dan Sauca di depan
majelis hakim pimpinan Cening Budiana dalam tuntutan-
- Dya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan
‘tindak pidana korupsi sebagaimana dakwa

(1) Kitab Undang-undang Hukum Pidans “Menjatuhkan
pidana penjara selama satu tahun enam bulan (1,5) dan
denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan penjara,”
tuntut jaksa. - -

Di samping itu, terdakwa juga diwajibkan membayar
uang pengganti secara tanggung renteng bersama I. Made
Sueca Antara (berkas terpisah) sebesar Rp 261.248.412,79.

e R o RORE e 8
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Rencana PT 'IWBI di Lombok :

“Gubernur NTB Nilai
Lebih Banyak Rugmya

: ”Apalagl morusak itu -
kita tidak toleransi. Kita

' ingin daerah kita ini
bisa terjaga terus, bisa.
diwariskan ke generasl-

berikutnya dengan kon-

st dlsiyang baik."

Gubemur NTB
Dr. TGHM Zainul Majdi

UNTUK mereklamasi 700 hektar Teluk
Benoa, PT TWBI berencana mengambil
material dari Lombok Timur. Tak hanya
pasir laut, juga batuan. Atas dua rencana
itu, Gubernur NTB Dr. TGH M.

- Majdi langsung menolaknya.

B s e s Dl
menilai kegiatan pertambangan itu akan

mendegradasi kualitas lingkungan. ya,
aktivitas pengambﬂan pasir laut itu ustru
lebih besar ruginya daripada manfaa

‘Hal. 23
: Lebih Besar )

Bali- Poﬁlstma NTB,

BAHAS PENGERUKAN - Se;umlah kades di Lombok Timur, Senin
(1 6'/3) menggelar pertemuan membahas rencana penyedotan pasir.

R Doetk s
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Lebih Besar

Sampai saat ini kami (Pem-
prov NTB) menolak (pengeru-
kan pasir laut). Karena kemu-
daratannya jauh lebih besar
daripada kemanfaatannya,”
tegas Zainul Majdi usai meng-
hadiri acara Pekan Panutan

Pajak DJP Nusa Tenggara di

Mataram.

- Gubernur menjelaskan, pada -

tahun 2014, PT TWBI menga-
jukan izin untuk melakukan
pengerukan batuan di Keca-
matan Pringgabaya, Lotim.
Namun rencana itu ia tolak. Hal
1ni sesuai dengan surat dengan
No. 660/240/1/BLHP/2014 yang

Penilaiab Amdal Pusat Ke-

menterian Lingkungan Hidup.

Gubernur menolak secata tegas

rencana itu.

- Pasalnya, kebijakan tata ru-
ang wilayah NTB dengan jelas
mengatur pembangunan di Pu-
lau Lombok dilakukan dengan

pendekatan pulau yang mem-
-batasi’kegiatan pertambangan.

Sesuai dengan rencana, j )
material yang akan dike

- sekitar 20 juta meter kubi .'

Jumlah itu, ekuivalen atan
setara dengan membuka la-

pengerukan pasir laut di pe;
ran Lotim, akan mengeru
sekitar 23 juta meter kubik.

~~Kata Gubernur, wilayah

Lombok dan Sumbawa, khusus-
nya Pulau Lombok merup
kan pulau kecil yang haru
tetap dijaga keseimbanga
ekosistemnya.
“Apalagi merusak, itu kit
tidak toleransi. Kita ingin dae
ah kita ini bisa terjaga te
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. Kasus Korupsi i RPH Temeéi S
Kejadian Sudah Lama,
Terdakwa Banyak Lupa

HINGGA akhir pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus
dugaan korupsi Rumah Potong Hewan (RPH) di Temesi,
Gianyar, mantan Camat Gianyar yang saat ini menjabat
Sekda Gianyar 1.B. Gaga Adi Saputra tidak menghadiri
panggilan jaksa untuk tiga terdakwa dalam perkara ini,
Di Pengadilan Tipikor, ketidakhadiran Gus Gaga menjadi
pertanyaan dan perbincangan hangat. Namun dalam sidang
sebelumnya, kesaksian Gus Gaga sudah dibacakan. :

Sementara mantan Bupati Gianyar Cok Budi Suryawan
hadir memenuhi panggilan jaksa. “Pak Sekda ada tugas
keluar dan sudah bersurat,” kata JPU Herdian Rahadi
kala itu. ' - : ‘

Selasa (17/3) kemarin, perkara ini sudah memasuki
agenda pemeriksaan saksi meringankan (undercharge),
dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa A.A. Rai Asmara
yang mantan Sekda Gianyar sekaligus Ketua Panitia Pen-
gadaan Lahan dan I.B. Raka, mantan Kadis Peternakan dan
Sekertaris Pengadaan Lahan. Di ‘hadapan majelis hakim
pimpinan Early Sulistyorini, Gung Asmara lebih banyak
mengatakan lupa dengan alasan kejadian tersebut sudah
terjadi sangat lama, yaitu pada 2002. oo
Dia mengatakan tidak terlalu mengingat jelas pengadaan
lahan untuk RPH Temesi yang akhirnya menjadi kasus
korupsi ini. Namun, Asmara mengakui jika saat itu dirinya
menjabat sebagai Sekda Gianyar dan Ketua Panitia .

Pembebasan Lahan. Ketika ditanya terkait pembentukan
panitia dan tugas-tugas panitia pada saat itu, Asmara kem-
bali mengatakan tidak ingat. Ia hanya mengatakan jika SK
panitia tersebut dibuat Bagian Hukum dan ditandatangani
oleh Bupati Gianyar saat itu, Cok Budi Suryawan. “Jelasnya
saya tidak ingat. Itu sudah lama sekali,” katanya. :

Sementara I.B. Raka yang saat itu menjabat sebagai
Kadis Peternakan dan Sekertaris Panitia lebi gamblang
menjelaskan, terkait kasus korupsi yang terjadi 13 tahun
silam tersebut. Bahkan, Raka yang didampingi kuasa hu-
kumnya, Suryatin Lijaya dkk., masih menyimpan beberapa
dokumen terkait pengadaan lahan yang berada di bawah
Dinas Peternakan itu. (asa) | 4
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